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Lampiran I Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

No Indikator Informan Pedoman Wawancara 

1 Komunikasi 

Subl 

koordinator 

sarana 

distribusi dan 

perdagangan 

1. Apakahl kebijakan penataanl 

pedagang kakil lima pernah 

disosialisasikan/dikomunikasikanl 

kepada pedagangl kaki limal 

distadion pakansari? 

2. Dalaml bentuk apal saja pelaksanaanl 

sosialisai peraturan lperundang -

undangan yangl instansi bapak 

lakukanl kepada pedagang kaki 

llima? 

3. Kebijakanl apa saya yangl dilakukan 

olehl pemerintah daerahl dalam 

melakukan penataanl pedagang kakil 

lima dil stadion pakansari? 

PLT Kasi 

Ketentraman 

Masyarakat 

1. Kebijakan apa saya yang digunakan 

pemerintahl daerah dalaml 

menangani penataan lpedagang kaki 

limal di stadion pakansari? 

2. Apakahl kebijakan penataanl 

pedagang kakil lima pernah 

disosialisasikan / dikomunikasikanl 

kepada pedagangl kaki limal 

distadion pakansari? 

3. Apakah saat ini informasi mengenai 

kebijakan pedagang l kaki lima l sudah 

diterima denganl baik olehl pedagang 

tersebut? 

Pedagang 

1. Apakahl Kebijakan Penataanl 

pedagang kakil lima Pernahl 

disosialisasikan atau 

dikomunikasikanl  kepada 

lbapak/ibu? 

 

 



No Indikator Informan Pedoman Wawancara 

2 Sumber Daya 

Sub 

koordinator 

sarana 

distribusi dan 

perdagangan 

1. Berapa Jumlah SDM/ Pegawai di 

dinas perindustrian dan perdagangan 

terkait dengan penataan pedagang 

kaki lima? 

2. Bagaimana Kesiapanl sumber daya l 

manusia aparatur l di instansil yang 

bapak l pimpin sebagail implementor? 

3. Apakah terdapat Pelatihan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia 

di kantor dinas perindustrian dan 

pedagangan ini? 

PLT Kasi 

Ketentraman 

Masyarakat 

1. Berapa Jumlah SDM/ Pegawai di 

Kantor Satpol PP terkait dengan 

penataan pedagang kaki lima? 

2. Bagaimana Kesiapanl sumber daya l 

manusia aparaturl di instansil yang 

bapak l pimpin sebagail 

implementor?, baik secara kualitas 

dan kuantitas? 

Pedagang 

1. Dalaml bentuk apa saja l pelaksanaan 

sosialisasil peraturan perundangl 

undangan yangl di lakukan pemda 

bogor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Indikator Informan Pedoman Wawancara 

3 Disposisi 

Sub 

koordinator 

sarana 

distribusi dan 

perdagangan 

1. Bagaimana tanggapan Pedagang 

kaki lima terhadap kebijakan 

penataan yang sudah bapak 

sosialisasikan sebelumnya? 

2. Bagaimana Kesiapanl Pemda Bogor 

dalaml penyediaan tempat l usaha 

bagil PKL yangl beraktivitas dil 

lokasi yangl dilarang olehl Pemda 

bogor? 

3. Adakah tuntutan dalam perubahan 

zaman sehingga dinas perindustrian 

dan pedagangan kabupaten bogor 

membuat kebijakan ? 

PLT Kasi 

Ketentraman 

Masyarakat 

1. Dalaml Penataan Pedagang l kaki 

limal di stadion pakansari apakahl 

pernah dilakukan pembongkaran l 

tempat usaha l pedagang kaki lima? 

2. Menurut l bapak apakahl pentaan 

pedagang kakil lima dil stadion 

pakansari sudah lefektif? 

Pedagang 

1. Menurut l bapak /ibu l apakah penataan 

penataan pedagang l kaki lima l sudah 

lefektif? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No Indikator Informan Pedoman Wawancara 

4 
Struktur 

Birokrasi 

Sub 

koordinator 

sarana 

distribusi dan 

perdagangan 

1. Apakahl dengan adanyal kebijakan 

penataan tersebut l  dapat 

mempermudahl dalam Mendatal dan 

mengurusl pedagang kaki lima? 

2. Bagaimana Hasil dari Implementasi 

kebijakan penataan? Apakah sudah 

mencapai tujuan? 

3. Apa ada faktor pendukung dan 

penghambat di laksanakannya 

kebijakan tersebut? 

PLT Kasi 

Ketentraman 

Masyarakat 

1. Apakah ada kebijakan penataan pkl 

di stadion pakansari ? 

2. Apakahl dengan adanyal kebijakan 

penataan tersebut l  dapat 

mempermudahl dalam Mendatal dan 

mengurusl pedagang kaki lima? 

Pedagang 

1. Apakah bapak/ibu siapl jika 

ldirelokasikan/ dipindahkan 

ketempat l yang disedikan olehl 

pemda bogor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Wawancaral dengan bapakl Yayan Tahyan S.Kom Selaku Ketua Sub koordinator 

sarana distribusi dan perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

kabupaten bogor tanggal 9 oktober 2022. 

1. Kebijakanl apa saya yang l dilakukan olehl pemerintah daerahl dalam melakukan 

penataanl pedagang kakil lima dil stadion pakansari?  

Jawabannya: Jadi, pertama yaitu dari satpol pp terkait penertiban ,terkait 

penataan pkl juga harus koordinasikan juga dengan pasar rakyat yang ada, 

terkait pkl tsb.  

2. Apakahl kebijakan penataanl pedagang kakil lima pernah disosialisasikan / 

dikomunikasikanl kepada pedagangl kaki limal distadion pakansari? 

Jawabannya: Pernah, ada beberapa pkl ada sekitar 20 kurang lebih yang sudah 

didata, selanjutkan dikoornasikan ke satpol pp untuk penertiban. 

3. Apakah saat ini informasi mengenai kebijakan pedagang l kaki lima l sudah 

diterima denganl baik olehl pedagang tersebut? 

Jawabannya: Untuk saat ini yang sudah didata sudah.  

4. Dalaml bentuk apal saja pelaksanaanl sosialisai lperaturan perundang - undangan 

yangl instansi bapak lakukanl kepada pedagang kaki lima?  

Jawabannya: Dengan cara melakukan pendataan terhadap pkl itu, memberikan 

pemahaman kepada pkl tsb dan memberitahuan kalau pkl tsb sudah berjualan 

yang dilarang .  



5. Apakahl terdapat hambatanl dalam prosesl sosialisasi? Jika l ada, bagaimana l cara 

mengatasil hambaatan tersebut?  

Jawabannya: Pada saat sosialisasi hambatannya rata – rata mereka memang 

bandel walaupun sudah diberikan arahan. Ketika sudah ada satpol ditertibkan 

mereka nurut. jika tidak ada/sudah selesai jam kerja satpol pp itu kembali 

bandel lagi.  

6. Apa ada rencana mau merealokasikan para pkl dipakansari tsb pak?  

Jawabannya: Untuk pkl yang dipakansari sudah beberapa kali dirapatkan dari 

dipusetda ada rencana mau merealokasi Cuma kesulitan sekarangn ini 

susahnya adalah mencari lahan untuk para pkl tsb mau ditempatkannya. 

7. Berapa Jumlah Sdm/ Pegawai Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terkait 

Dengan Penataan Pedagang Kaki Lima?  

Jawabannya: Jumlah Sdmnya. 1 Seksi Sarasa Distribusi Perdagangan  

Jumlahnya Ada 10 Orang, Asn 3 Orang. 7 Orang Non Asn. 

8. Apakah terdapat Pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di kantor 

dinas perindustrian dan pedagangan ini?  

Jawabannya: Pelatihan khusus terkait dengan penaganan pkl belum ada, tetapi 

sangat dibutuhkan di perdagin untuk mamajukan kinerja didinas perdagin tsb. 

9. Apakahl Peralatan yangl digunakan sudahl memenuhi SOP untukl menjalankan 

Implementasil kebijakan pedagang kaki lima baik secara kualitas maupun 

kuantitas?  

Jawabannya: Secara SOP belum, Karena sebatas Pendataan dan penataan, 

karena lintas moral dan laporan yaitu satpol pp.  



10. Adakan tuntutan dalam perubahan zaman sehingga dinas perindustrian dan 

pedagangan kabupaten bogor membuat kebijakan ?  

Jawabannya: yaitu pertama diawali tentang pengetahuan dengan cara 

penanganan tatacara pkl yang baik dan benar, yang kedua perlunya sumber 

daya manusia dipertambah. 

11. Bagaimana tanggapan Pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan yang 

sudah bapak sosialisasikan sebelumnya?  

Jawabannya: Ketika para pedagang diarahkan kepada kasi para pkl sudah mau 

direalokasi tetapi harus ditempat memadai dan tidak jauh jauh juga dari daerah 

asal. 

12. Bagaimana Kesiapanl Pemda Bogor dalaml penyediaan tempat l usaha bagil PKL 

yangl beraktivitas dil lokasi yang l dilarang olehl Pemda bogor?  

Jawabbanya: Masih kurang siap dikarenakan susahnya mecari lahan untuk pkl. 

13. Bagaimana Keseriusanl atau Komitmenl Pemda Bogor dalaml implementasi 

kebijakanl penataan PKLl Khususnya dil Stadion Pakansari?  

Jawabannya: Khususnya dalam penangana pkl yaitu satpol pp, setiap hari 

sudah berjaga di area area tertentu untuk melakukan pengaawsan terhadap pkl 

dan kalau bandel bisa langsung ditindak cepat. 

14. Menurut l bapak apakahl pentaan pedagang kakil lima dil stadion pakansari sudah 

lefektif?  

Jawabannya: Secara real masih belum banyak yang masih kucing - kucingan 

terhadap aparat yang bertugas untuk menjaga ketertiban diarea tsb. 



15. Apakahl dengan adanya l kebijakan penataan tersebut l  dapat mempermudahl 

dalam Mendatal dan mengurus l pedagang kaki lima?  

Jawabannya: Jelas sangat mudah untuk mengatur para pedagang tsb  

16. Bagaimana Hasil dari Implementasi kebijakan penataan? Apakah sudah 

mencapai tujuan?  

Jawabannya: Belum, karena masih belum direalokasi. Masih sedang di 

rundingkan dengan bagan2 dinas2 terkait penanganan pedagang kaki lima, dan 

wajib direalokasikan para pedagangn kaki lima. 

17. Apa ada faktor pendukung dan penghambat di laksanakannya kebijakan 

tersebut?  

Jawbannya: Faktor pendukungnya dari aparat satuan polisi pamong praja 

didaerah kabupaten bogor. Faktor penghambatnya masih banyak yang 

membandel dalam melaksanakan kebijakan tsb. 

Wawancara dengan Bapak Widodo SE selaku PLT Kasi ketentraman Masyarakat 

di Satuanl polisi pamongl praja kabupatenl bogor pada tanggall 19 Oktober 2022. 

1. Kebijakan apa saya yang digunakan pemerintahl daerah dalaml menangani 

penataan pedagangl kaki limal di stadion pakansari? 

Jawabannya: 

 lUndang - Undang Nomorl 23 Tahunl 2014 tentangl Pemerintahan Daerahl (Psl 

12, 65 dan 255) 

 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja.  



 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan keetenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat. 

 Perraturan Daerahl Kabupaten Bogor Nomor l 14 Tahun 2015 tentang l 

Ketertiban lUmum. 

 Peraturanl Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan DAN 

Susunan Perangkat Daerah. 

 Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugs 

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Bogor. 

 Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan 

Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. 

2. Apakahl kebijakan penataanl pedagang kakil lima pernah disosialisasikan / 

dikomunikasikanl kepada pedagangl kaki limal distadion pakansari? 

Jawabannya: Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP terkait masalah 

Pedagang Kaki Lima adalah: Dilakukan patroli Cipta kondisi dengan 

melakukan peneguran lisan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di 

lokasi yang dilarang oleh peraturan untuk tidak melkukan kegiatan usaha 

dilokasi yang dilarang dan apabila masih melakukan akan dilakukan 

penertiban. Diberikan pemberitahuan/peringatan secara tertulis untuk tidak 

melakukan aktivitas usaha/berjualan dan sejenisnya dilokasi yang dilarang 

peraturan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban 



dengan jangka waktu 7 x 24 jam Apabila PKL tidak mengindahkan maka 

dilakukan penertiban. 

3. Apakah saat ini informasi mengenai kebijakan pedagang l kaki lima l sudah 

diterima denganl baik olehl pedagang tersebut? Jawabannya: Sebagaian besar 

PKL sudah tahu bahwa aktifitas yang dilakukannya berdagang dbahu jalan, 

Trotoar Sempadan Jalan, Sempadan Sungai, Ruang terbuka Hijau,Taman dan 

ditanah milik pemerintah, Daerah milik jalan dan Ruas milik jalan itu 

melanggar peraturan. 

4. Apakahl terdapat hambatanl dalam prosesl sosialisasi? Jika lada, bagaimana cara l 

mengatasi hambaatan ltersebut?  

Jawabannya: secara umum tidakl ada hambatan karena l sebagaian besar PKL 

sudah tahu bahwa yang dilakukannya melanggara peraturan. 

5. Berapa Jumlah SDM/ Pegawai di Kantor Satpol PP terkait dengan penataan 

pedagang kaki lima?  

Jawabannya: Jumlah SDM sebanyak 716 yang terdiri dari 121 orang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 595 orang berstatus Non PNS. 

6. Bagaimana Kesiapanl sumber dayal manusia aparatur l di instansil yang bapak l 

pimpin sebagail implementor?, baik secara kualitas dan kuantitas? 

Secara kualitas Sumber daya Aparatur Satpol PP sudah cukup baik terdiri 

dari: 

 Ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

 Ada Petugas Tindak Internal (PTI) 

 Ada Petugas Administrasi 



 Ada petugas Media 

 Ada petugas pelaksana penertiban 

 Ada petugas driver 

 Ada petugas driver alat berat (bekhu/eskafator) 

Secara kuantitas 

Secara kuantitas jumlah yang ada sekarang memang belum dapat di 

bilang ideal kalau berdasarkan Rasio 1:8000 dengan jumlah penduduk kab. 

Bogor 6 jutaan dan luas wilayah terdiri dari 40 kecamatan dan 19 kelurahan 

416 Desa dengan kondisi wilayah yang terdiri dari daerah pegunungan. 

7. Apakahl Peralatan yangl digunakan sudahl memenuhi SOP untukl menjalankan 

Implementasil kebijakan pedagang kaki lima baik secara kualitas maupun 

kuantitas?  

Jawabnanya: Sarana dan Prasarana yang ada di Satpol PP Kabupaten Bogor 

saat ini sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP baik untuk 

mobilitas petugas maupun pelaksanaan penertiban. 

8. Dalaml Penataan Pedagang l kaki lima l di stadion pakansari apakahl pernah 

dilakukan pembongkaranl tempat usahal pedagang kaki lima?  

Jawabannya: Satpol PP Kabupaten Bogor sudah melaksanakan Penertiban 

terhadap PKL di Pakansari sampai pada proses PERADILAN melalui Tindak 

Pidana ringan (TIPIRING). 

9. Menurut l bapak apakahl pentaan pedagang kakil lima dil stadion pakansari sudah 

lefektif?  



Jawabannya: Yang dilakukan Satpoll PP adalah Penegakan Perda/ Perkada dan 

Penyelengaraan Ketenteraman danketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat. Terkait penataan itu menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 

terkait seperti Dinasl Perdagangan danl Perisndustrian, Dinas Koperasil dan 

lUMKM. 

10. Apakahl ada kebijakan penataan pkl di stadion pakansari?  

Jawabanya:  saat ini Satpol PP melakukan Penertiban dan Penjagaan terhadap 

KL allingkungan Gor Pakansari dan sepanjang jalur pendistrian. 

11. Apakahl dengan adanya l kebijakan penataan tersebut l  dapat mempermudahl 

dalam Mendatal dan mengurus l pedagang kaki lima?  

Jawabannya: pada prinsipnya adalah satpol PP melakukan penegakan perda 

dan perkada, penyelenggaraan ketenterdman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat terkait penataan ada perangkat daerah lain yang 

berwenang.. 

Wawancara dengan bapak Jajang muhammad selaku pedagang tukang sosis bakar 

di stadion pakansari kabupaten bogor pada tanggal 03 november 2023 

1. Apakahl Kebijakan Penataanl pedagang kakil lima Pernahl disosialisasikan atau 

dikomunikasikanl  kepadal bapak/ibu?  

Jawabannya: Ya sudah pernah diinformasikan dan di berikan arahan tentang 

kebijakan apa saja yang harus saya lakukan selaku saya ini pedangan. 

2. Instansil apa saja l yang melakukanl sosialisasi atau komunikasil mengenai 

kebijakanl  penataan pedagang kaki lima kepada lbapak/ ibu?  



Jawabannya: Instansi yang pernah memberi arahan saya satpol pp Berjualan 

harus di pinggir trotoar, menjaga kebersihan. 

3. Dalaml bentuk apal saja pelaksanaanl sosialisasi peraturanl perundang undanganl 

yang di lakukanl pemda bogor?  

Jawabannya: Berjualan harus di pinggir trotoar, menjaga kebersihan. 

4. Menurut l bapak /ibul apakah penataanl penataan pedagang kakil lima sudahl 

efektif?  

Jawabannya: Ya kalau dibilang efektif apa belum ya jelas belum efektif karena 

masih banyak yang berjualan ditrotoar, ditambah lagi lahan parkir belum ada 

atau berjualan masih belum ada tempat yang di khususkan untuk para 

pedagang.  

5. Apakah bapak/ibu siap l jika ldirelokasikan/ dipindahkan ketempat l yang 

disedikan olehl pemda bogor?  

Jawabannya: Ya saya siap jika memang itu semua pedagang disini 

direalokasikan saya akan ikut. 

Wawancara dengan bapak Budi Firmawan selaku pedagang tukang telor gulung di 

stadion pakansari kabupaten bogor pada tanggal 03 november 2023 

1. Apakahl Kebijakan Penataanl pedagang kakil lima Pernahl disosialisasikan atau 

dikomunikasikanl  kepada lbapak/ibu?  

Jawabannya: Saya belum mendapatkan informasi aapapun, saya hanya 

mendengarnya saja dari pedagang lain. 

2. Instansil apa sajal yang melakukanl sosialisasi atau komunikasil mengenai 2. 

kebijakanl  penataan pedagang kaki lima kepada l bapak/ ibu?  



Jawabannya: Tidak ada saya baru berjualan dipakansari 1 bulan lalu.  

3. Dalaml bentuk apal saja pelaksanaanl sosialisasi peraturanl perundang undanganl 

yang di lakukanl pemda bogor?  

Jawabannya: Kalau masalah itu yang pasti diusir untuk berjualan di pinggir 

trotoar ajasih . 

4. Menurut l bapak /ibul apakah penataanl penataan pedagang kakil lima sudahl 

efektif?  

Jawabannya: Wah belum efektif lah sudah jelas karena belum ketat banget 

jualan di gor paksanari ini. 

5. Apakah bapak/ibu siap l jika ldirelokasikan/ dipindahkan ketempat l yang 

disedikan olehl pemda bogor? 

Jawabannya: Kalau dipindah tempat saya berjualan apa sudah menjamin 

pendapatan saya akan sama atau lebih. Kalau ada potensi sih saya mau - mau 

aja. 

Wawancara dengan ibu retno widoyo selaku pedagang tutut dan kerang di stadion 

pakansari kabupaten bogor pada tanggal 03 november 2023 

1. Apakahl Kebijakan Penataanl pedagang kakil lima Pernahl disosialisasikan atau 

dikomunikasikanl  kepada lbapak/ibu?  

Jawabannya: ya sudah. 

2. Instansil apa saja l yang melakukanl sosialisasi atau komunikasil mengenai 

kebijakan l penataan pedagang kaki lima lkepada bapak/ ibu? 

Jawabannya: Ya saya tau, saya sudah diinformasikan oleh petugas satpol pp 

tidak boleh berjualan dipinggir trotoar, Tetapi kalau pindah tempat berjualan, 



jualannya takut menjadi sepi pembeli.  

3. Dalaml bentuk apal saja pelaksanaanl sosialisasi peraturanl perundang undanganl 

yang di lakukanl pemda bogor?  

Jawabannya: Gaboleh jualan di trotoar, taman, dan ditanah milik pemerintah 

sih. 

4. Menurut l bapak /ibul apakah penataanl penataan pedagang kakil lima sudahl 

efektif?  

Jawabannya: Menurut saya sih belum efektif ya karena males mungkin 

pedagangnya berulah terus kaya jualan suka dipinggir trotoar karena biar 

keliatan mungkin saama calon pembeli dagangnannya. 

5. Apakah bapak/ibu siap l jika ldirelokasikan/ dipindahkan ketempat l yang 

disedikan olehl pemda bogor?  

Jawabannya: Boleh boleh aja asalkan tempatnya memadai sih ya lebih tepatnya 

strategis lah gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran III Dokumentasi 

Dokumentasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

1. Dokumentasi wawancara kepada Sub koordinator sarana distribusi dan 

perdagangan kabupaten bogor bapak Yayan Tahyan S.Kom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten bogor 

2. Dokumentasi wawancara PLT Kasi Ketentraman Masyarakat di Satuan polisi 

pamong praja kabupaten bogor bapak Widodo SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi di Stadion Pakansari kabupaten Bogor 

3. Dokumentasi wawancara kepada Pedagang kaki lima yang berjualan telor 

gulung keliling dengan bapak Budi Firmawan. 

 



 

 

4. Dokumentasi wawancara kepada pedagang kaki lima penjual Sosis bakar 

distadion pakansari dengan bapak Jajang Muhammad 

 

 



 

5. Dokumentasi wawancara kepada pedagang kaki lima penjual tutut dan kerang 

distadion pakansari dengan ibu Retno Widoyo. 

 

 

 



 

Lampiran IV Surat Penelitian 
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